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memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan
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Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan
Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi tersebut,
tentunya  intensitas  pelayanan dan  dinamika
bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan
Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan
terbuka. Untuk memberikan pelayanan yang efisien dan
terbuka dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta
dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan
perannya masing-masing. Permasalahan pada penelitian
ini adalah: (1) Apakah pengaturan struktur dan
penyelenggaraan  pemerintah ~ Kecamatan  Borong
mendukung pelayanan masyarakat? (2) Apakah struktur
organisasi dan perangkat Kecamatan Borong sejalan atau
searah dengan realitas kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah  kecamatan? metode  penelitian  ini
menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung
penelitian yuridis empiris. Aspek penelitian yang
digunakan yaitu: Pengaturan struktur dan
penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam
mendukung pelayanan masyarakat dan kesesuaian
struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong
dengan realitas kebutuhan masyarakat di Kecamatan
Borong. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni
pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah
data primer dan data skunder. Responden dalam
penelitian ini adalah Camat Borong, Sekertaris Camat,
Staf Pegawai Kecamatan Borong, Masyarakat Kecamatan
Borong. Teknik pengumpulan data studi lapangan dan
studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan struktur organisasi
dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong
belum begitu mendukung pelayanan masyarakat hal
tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan
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kepuasan masyarakat. (2) Struktur organisasi dan
perangkat Kecamatan Borong belum begitu mendukung
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan
Borong hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa
kebutuhan  masyarakat tidak terpenuhi  seperti
pengembangan potensi di wilayah pesisir dan pengelolaan
lingkungan hidup serta pelaksanaan fungsi koordinasi
Kecamatan Borong yang belum melaksanakan secara
baik terkait program yang direncanakan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan; Struktur Organisasi; Perangkat;
Pelayanan Masyarakat; Penyelenggaraan

Abstract

Borong District is one of the sub-districts in East
Manggarai Regency. Borong District has a strategic
position in government administrative services, this is
because Borong District is the center of the East
Manggarai Regency government. Seeing this position, of
course, the intensity of service and community dynamics
will be found in Borong District, so efficient and open
services are needed. To provide efficient and open
services, a good organizational structure is needed and
the performance of sub-district equipment is needed in
accordance with their respective roles. The problems in
this study are: (1) Does the arrangement of the structure
and administration of the Borong sub-district government
support community services? (2) Is the organizational
structure and apparatus of Borong sub-district in line or
in line with the reality of the needs of sub-district
government? this research method uses normative
juridical research supported by empirical juridical
research. The research aspects used are: Regulation of
the structure and administration of the Borong District
government in supporting community services and the
suitability of the organizational structure and equipment
of Borong District with the reality of community needs in
Borong District. The approach method in this study is the
legislative approach and the conceptual approach. The
types and sources of this research data are primary data
and skunder data. The respondents in this study were the
Head of Borong Sub-District, Sub-District Secretary,
Staff of Borong Sub-District, the Community of Borong
Sub-District. Data collection techniques for field studies
and literature studies. The results of research and
discussion show that: (1) The arrangement of the
organizational structure and administration of the
Borong District government has not been very supportive
of community services, this can be seen from the quality
of service and community satisfaction. (2) The
organizational structure and apparatus of Borong
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District have not been very supportive in meeting the
needs of the community in Borong District, this is because
there are several community needs that have not been met,
such as potential development in coastal areas and
environmental — management, as well as the
implementation of the coordination function of Borong
District which has not implemented properly related to
the planned program in meeting the needs of the
community.

Keywords: Organization; Organizational Structure;
Tools; Community Service;, Governance.
*Correspondence Author: Apolonius Mardi Pelealu
Email: appolonius6@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden yang
menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara. Indonesia terdiri
dari 35 provinsi, tiap-tiap provinsi dipimpin oleh Gubernur provinsi-provinsi
tersebut dipecah menjadi beberapa kotamadya yang dipimpin oleh Walikota dan
beberapa kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten atau Kota
madya terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin oleh camat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian
otonomi luas pada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan
daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Kecamatan merupakan salah satu bagian dari perangkat daerah dari
kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjannya, yang mencakup bidang
pemerintahan, ekonomi, pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembinaan
kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh
Bupati.Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Manggarai Timur, Kecamatan Borong juga merupakan ibu kota dari Kabupaten
Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam
pelayanan administratif pemerintahan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Borong
menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi
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tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak
ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan
terbuka dari pemerintah Kecamatan Borong. Dalam usahanya untuk mewujudkan
pelayanan yang efisisen dan terbuka tersebut, pastinya terdapat aturan yang menjadi
pedoman dalam melakukan pelayanan tersebut. Dewasa ini kita mengetahui banyak
permasalahan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali
masyarakat di Kecamatan Borong. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di
Kecamatan Borong menjadi salah satu faktor yang memicu tumbuhnya masalah
sosial, seperti masalah pemukiman yang terjadi di Desa Compang Dejing pada
tahun 2018, ketersediaan air bersih yang terjadi di Desa Nanga Labang Pada tahun
2017, serta wabah hewan perusak tanaman yang terjadi di Desa Gunung Liwut pada
tahun 2020. Melihat masalah tersebut peran dari pemerintah Kecamatan Borong
sangat dibutuhkan untuk meminimalisir masalah sosial yang terjadi. Dalam
usahanya untuk meminimalisir masalah yang terjadi dibutuhkan struktur organisasi
yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya
masing-masing.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perpustakaan Daerah Nusa
Tenggara Timur, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitin yuridis normatif
adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam
mendukung penelitian normatif digunakan pula penelitian hukum empiris (yuridis
empiris) yakni dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.
Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan
perundang- undangan (statute approach) yakni dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang- undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang ditangani. Selain menggunakan pendekatan perundang-
undangan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach) yakni jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut
pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat
dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya
dengan konsep-konsep yang digunakan.
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Jenis dan Sumber Data
Data Primer
Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari
sumber data pertama (informen inti) atau informasi yan diperoleh langsung dari
tempat penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian yakni Camat, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
Data Sekunder
Data skunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber
kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
seperti dokumen-dokumen dan buku-buku
Selain data skunder dan data primer terdapat juga bahan-bahan hukum dalam
penelitian ini di antaranya:
a) Bahan hukum primer yang bersumber dari responden dari lokasi penelitian yakni
hasil pengamatan dan wawancara dengan responden.
b) Bahan hukum skunder, bersumber dari studi kepustakaan dan literature seperti
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian dan tulisan-
tulisan ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Struktur dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Dalam
Mendukung Pelayanan Masyarakat

Pengaturan Penyelenggaraan Kecamatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menawarkan perubahan kapasitas pemerintah daerah yang semula sebagai
promotor pembangunan menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat. Perubahan
tersebut dengan sendirinya akan mengubah tata kelola pemerintahan mengarah
pada bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik
unsur staf, lini teknis, lembaga teknis maupun unsur lini kewilayahan yang akhirnya
berimplikasi pada semangat pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat.
Dengan kata lain tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang
dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek
kebijakan publik.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan Kecamatan dijelaskan
pada Pasal 221, bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan,
Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan melalui kewenangan yang dimiliki, kemudian juga
Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan pemberdayaan
masyarakat Desa/Kelurahan.

Dalam kaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya,
Kecamatan Borong dalam menjalankan pemerintahannya berpedoman pada
PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedududukan,
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Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan. Dalam PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 tahun 2021 tersebut tidak
ada perubahan yang signifikan terkait penyelenggaraan kecamatan semua masih
berpedoman atau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Terdapat sedikit penambahan dalam dalam PERBUP
Manggarai Timur Nomor 77 tahun 2021, penambahan tersebut terdapat dalam Pasal
14 terkait penerapan prinsip. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya pemerintah kecamatan selain menerapkan prinsip
Koordinasi juga wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi lain sesuai dengan
tugasnya.

Dalam proses pemberian layanannya serta dalam usahannya meminimalisir
masalah sosial yang terjadi di masyarakat pemerintah Kecamatan Borong
berpedoman atau menggunakan PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan Dan Kelurahan.

Pelayanan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan
pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering
disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (public service). Dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan dengan
baik, masih banyak aparat pelaksanan pemberi pelayanan kurang memahami betapa
pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat atau mungkin tahu tapi tidak
mau dan mampu untuk memberikan pelayanan yang baik.

Pemerintahan ~ Kecamatan mempunyai peranan penting dalam
penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh
karena itu pemerintahan kecamatan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas
umum pemerintahan. Dalam kaitan dengan penyelenggara pemerintah Kecamatan
Borong, terkait pelayanan masyarakat, pemerintah Kecamatan Borong mendukung
secara nyata pelayanan terhadap masayarakat. Dukungan tersebut dapat dilihat dari
beberapa indikator dalam mengukur terlaksananya pelayanan masyarakat di
Kecamatan Borong:

1) Kualitas Pelayanan

Melihat tingginya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Borong serta
pesatnya perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup
masyarakat membuat pemerintah Kecamatan Borong harus terus meningkatkan
kualitas pelayanan akan kebutuhan masyarakat. Dari pelaksanaan pemerintahan
beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan dari segi pemberian layanan
administrasi pemerintah Kecamatan Borong sudah memberikan pelayanan yang
cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan pemerintah Kecamatan Borong
dalam mengurus kelengkapan surat menyurat terkait kebutuhan masyarakat seperti
pemberitahuan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat tanah bagi masyarakat yang
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belum mempunyai sertifikat, penyediaan layanan kelengkapan berkas dalam
mengurus kartu tanda penduduk dan pelayanan administrasi lain yang dibutuhkan
masayarakat.

Walaupun pelayanan terkait urusan administrasi dilaksanakan cukup baik namun,
pemerintah Kecamatan Borong harus memperhatikan terkait tata cara pemberian
layanan yang baik seperti keramatamahan dalam pemberian layanan, ketersediaan
pegawai dalam mengurus berkas administrasi serta waktu pelayanan yang perlu
diperhatikan. Sedangkan pelayanan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat di
wilayah Kecamatan Borong belum begitu terlaksana. Dikatakan demikian karena
di wilayah Kecamatan Borong terutama di desa- desa masyarakat masih mengalami
kendala terkait pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti penyediaan air bersih yang
minim seperti yang terjadi di desa Compang Dejing, Desa Nanga Labang. Selain
itu juga masalah kebersihan yang terjadi di wilayah kelurahan Kota Ndora yakni
penumpukan sampah serta akses jalan di Desa Gunung Liwut.

2) Kepuasan Masyarakat

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka
pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan
penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima
pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Dalam mengukur kepuasan masayarakat terkait penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan Borong, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada
masayarakat di wilayah Kecamatan Borong:

“Tidak begitu puas dengan pelayanan yang diberikan perangkat kerja
Kecamatan Borong pemberian layanannya kurang membuat masayarakat nyaman
mulai dari ketatakramaan pemberian layanannya, ketersediaan pegawai di kantor
Kecamatan Borong masih sangat minim, dikatakan demikian karena beberapa kali
setiap kali membutuhkan pelayanan di kantor kecamatan pasti pelayanannya tidak
bisa diberikan karena pegawai dibagian yang dibutuhkan memiliki halangan, tidak
masuk kerja, atau sedang melakukan tugas lain. Menurut saya ini perlu diperhatikan
karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat.” (Hasil Wawancara Dengan Bapa
Fabianus Boni Masyarakat Kecamatan Borong).

Pelayanan di Kecamatan Borong perlu diperhatikan lagi masih banyak yang
di perlu perbaiki. Salah satunya terkait pemrosesan masalah yang diadukan
masayarakat kepada pemerintah kecamatan, selama ini masalah yang hadapi
masayarakat terkait pemenuhan kebutuhannya tidak begitu diperhatikan oleh
pemerintah kecamatan salah satu contohnya kebutuhan mayarakat terkait air
bersih” (Hasil Wawancara Dengan Bapak Sebastinus Wilu Masyarakat Kecamatan
Borong).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kecamatan Borong belum
secara sempurna melaksanakaan prinsip serta kewenangan yang diberikan
pemerintah kabupaten/kota terkait pemberian layanan dalam pemenuhan kebutuhan
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masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian layanan administrasinya serta
dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Borong.
Pengaturan Struktur Organisasi Dan Perangkat Kerja Kecamatan Borong
dalam Realitas Kebutuhan Penyelenggaraan Kecamatan

Pengaturan Struktur Organisasi dan Perangkat Kerja Kecamatan

Kecamatan Borong terkait pengaturan struktur organisasi dan perangkat
kerjanya diatur dalam PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
Dan Kelurahan. Dalam peraturan tersebut tidak ada perubahan yang signifiakan
terkait pengaturan struktur organisasi dan perangkat kerjanya, umumnya peraturan
tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Adanya
PERBUP Manggarai Timu Nomor 77 tahun 2021 tersebut menjadi acuan bagi
pemerintah Kecamatan Borong dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
terkait pelayananan masayarakat di wilayahnya. PERBUP tersebut juga mengatur
pembagian tugas dari semua perangkat kerja kecamatan di wilayah Kecamatan
Borong diantaranya penempatan para pegawai pada sektor-sektor yang dibutuhkan
dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat diwilayah Kecamatan Borong.
Keadaan Geografis Kecamatan Borong

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Manggarai Timur, Kecamatan Borong juga merupakan ibu kota dari Kabupaten
Manggarai Timur. Kecamatan yang memiliki luas 30.382 km?2 tersebut merupakan
salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Manggarai Timur, terdapat 15 desa dan
3 kelurahan di dalamnya.

Kecamatan Borong memiliki wilayah administratif yang sangat luas.
Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lamba Leda, Bagian Timur
berbatasan dengan Kecamatan Kota Komba, bagian barat berbatasan langsung
dengan Kecamatan Rana Mese dan bagian Selatan Dengan Laut Sawu.

Struktur Organisasi Kecamatan Borong

Dalam penyelenggaran pemerintah Kecamatan Borong terdapat struktur
organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan roda pemerintahan di tingkat
kecamatan, pembentukan struktur tersebut juga bertujuan untuk mempermudah
masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Dari struktur organisasi Kecamatan Borong dalam realitas pemenuhan
kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur belum secara
sempurna terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi
Kecamatan Borong. Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan yang
berada di daerah pesisir pantai, sehingga banyak aktivitas terkait kelautan di
Wilayah Kecamatan Borong, selain sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan
hidup para nelayan, pesisir pantai di Kecamatan Borong yang dikenal dengan
sebutan pantai Cepi Watu juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat lokal
maupun wisatawan mancanegara. Dalam struktur organisasi Kecamatan Borong
tidak diatur atau tidak dicantumkan terkait pengelolaan atau pengembangan potensi
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masyarakat pesisir pantai. Padahal jika dilihat dari potensi yang ada pantai
Cepiwatu dapat dikembangkan menjadi suatu tempat wisata yang bisa membuat
masyarakat di luar wilayah Kabupaten Manggarai Timur mau mengunjungi
Kecamatan Borong, sehingga biasa menambah pendapatan daerah. Selain itu
masyarakat pesisir pantai juga dapat diberdayakan dari segi pengembangan usaha
di sekitar pesisir Pantai Cepiwatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain terkait pengembangan potensi di wilayah pesisir pantai, yang perlu
diperhatikan juga di wilayah Kecamatan Borong yakni terkait masalah lingkungan
hidup. Dalam struktur organisasi Kecamatan Borong tidak di cantumkan terkait
pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Borong, padahal jika dilihat
masalah terkait lingkungan hidup di Kecamatan Borong masih cukup
memprihatinkan. Penumpukan sampah yang terjadi di beberapa tempat seperti yang
terjadi di kelurahan Kota Ndora dimana di sekitaran akses jalan menuju Dermaga
Borong terdapat penumpukan sampah. Selain di Kelurahan Kota Ndora kebersihan
lingkungan juga perlu di perhatikan di sekitar pasar Borong kelurahan Ranaloba
dimana sampah di wilayah Pasar Borong berserakan serta air sisa ikan yang dibuang
ditempat umum yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dalam realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan terdapat
beberapa unsur yang menjadi acuan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Unsur
tersebut menjadi alasan pembentukan kecamatan, di dalam Pasal 221 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat 1 (satu)
menyebutkan; daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masayarakat desa/kelurahan.:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
a) Koordinasi perencanaan program

Dalam proses perencanaan program, pemerintah Kecamatan Borong
melakukan survei terkait program-program apa yang dibutuhkan masyarakat di
wilayah Kecamatan Borong.

“Selama ini dalam mengkomunikasikan perencanaan kegiatan di wilayah
Kecamatan Borong baik dari segi penyusunan kegiatan maupun keamanan dan
ketentraman di wilayah kami selalu berjalan baik tanpa adanya kendala. Selain itu
dalam merencanakan program kami selalu melakukan survei terkait program apa
yang perlu dibuat demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat.” Tutur Camat
Kecamatan Borong Bapak Situs Mbalurr.

b) Koordinasi Pelaksanaan Program

Setelah melakukan koordinasi perencanaan kegiatan pemerintah, terdapat
koordinasi pelaksanaan dari program-program pemerintah yang telah disusun atau
dibahas. Koordinasi camat dalam penyelenggaraan program pemerintahan di
kecamatan dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian data,
pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya. Dalam kaitan koordinasi
pelaksanaan program pemerintah, pemerintah Kecamatan Borong dalam
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pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam pelaksanaannya pemerintah Kecamatan Borong melakukan rapat
koordinasi dengan SKPD lain yang berada di wilayah Kecamatan Borong. Rapat
tersebut dilakukan dimana para pemimpin SKPD menyampaikan rangkaian
kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan kepada pihak
kecamatan untuk dibahas secara bersama terutama terkait pengaturan, jadwal
pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan program tersebut.

“Selama ini dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait program-program
yang sedang dilaksanakan kami selalu mengusahakan atau menciptakan keadaan
kondusif dalam rapat sehingga SKPD lain di wilayah Kecamatan Borong mampu
menyampaikan secara menyeluruh terkait program yang dibahas. (Tutur Camat
Borong Bapak Situs Mbalur).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan
bahwa: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong
belum secara penuh mendukung pelayanan masayarakat hal tersebut dapat dilihat
dari indikator yang mengukur terlaksananya pelayanan masyarakat di Kecamatan
Borong diantaranya: a). Kualitas Pelayanan: Dari segi kualitas pelayanan
pemerintah Kecamatan Borong perlu memperhatikan terkait pemenuhan kebutuhan
masyarakat seperti ketersedian air bersih dan penumpukan sampah. b). Kepuasan
Masyarakat: Dari segi kepuasan masyarakat, pemerintah Kecamatan Borong perlu
memperhatikan beberapa aspek seperti ketersediaan pegawai, waktu pelayanan dan
keramatamahan pemberian layanan. Struktur organisasi dan perangkat kerja
Kecamatan Borong belum sejalan atau searah dengan kebutuhan penyelenggaraan
kecamatan, hal tersebut dapat dilihat dari indikator dalam memenuhi kebutuhan
penyelenggaran pemerintah kecamatan diantaranya; Pelaksanaan fungsi koordinasi
Kecamatan Borong belum melaksanakan secara baik terkait program yang
direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
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